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KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR: 2 TAITUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PEMYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
PROPINSI BANTEN
GUBERNUR BANTEN,
75 Merimbaig, 4. balwa sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pemulihan
ckonomi dan  perkembangan Kabupaten dan Kota di
4 Propinsi  Banten  telab berdampak pada  peningkatan

kebuluhan jasa angkutan penumpang wnum khususnya
angkutan laksi;

b, bahwa dalam rangka memberikan  pelayanan kepada
masyarakal terhadap jasa angkutan taksi scbagaimana
dimaksud pada huruf o diatas, serla untuk mendorong
peningkalan  peluang usaha di sektor transportasi
dipandang peclu dilakukan perubahan terhadap jumlah
maksimum  quota jabodelabek  yang berdomisili di
Kabupaten Tangerang dan Kola Tangerang yang diatur
dalam pasal 9 ayat (2) pada Lampiran 111 dalam Keputusan
Gubernur  Banten  Nomor 47 Tahun 2001 tentang °
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang, Umum Dalam
Wilayah Propinsi Banten.

Mensingal . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkulan Jalan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomer 3480) ; 3

Undang-Undng, Nomor 18 Tahun 1997 lentang T"njak dan
. Rolribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3292) ;
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Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tenlang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3839) ;

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Kevangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3848) ;

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia - Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Naomor 4010 ) ; -

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 lenlang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 1993 Nomaor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Republik - Indonesin Tahun 1993 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana  dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 lentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negsara Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Rewenangan - Pemerintah - dan - Kewenangan  Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Momor 54) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Till_i‘ll.'!ELI'tE‘ll'l Lembaran Negara
Nomor 4090) ; .

i
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999
tentang - Penvelengparaan Angkulan Orang  Di  Jalan
Denpan Kendaraan Umun.

Memperhatikan........




Mereperhalikan

Hasil Kesepakalan Rapat Koordinasi Unsur Pimpinan Legislatif
dan Eksckulif Pemerintah Propinsi Banten dengan Kelua
Fadan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEK serta

'y Uneur Pimpinan DPD. ORGANDA Propinsi Banlen 14 Februari
2002,
!-
MEMUTUSICAN
Menuetapkan KEPUTUSAN GUBERNUIR BANTEN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
FROPINSI BANTEN
I'asal 1
Berdasarkan Kelentuan dalam Kepulusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2001 tentang
Penvelenggaraan Angkutan Penumpany, Umam dalam Wilayah Propinsi Banten
_ perte mengadaken perababan pada Lampiran 1] dengan perubahan sebagai berikut
o Masal 9
[ Nerubaly Lampivan [ dari
Fampiran 11 KEPUTUSAN CUBERNUR BANTEN
Nomaor A7 TAFIUN 2001
Tontang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI BANTEN
e o Jumlah Maksimum
Jomisili Wilayah Operasi Taksi yang diizinkan
P TTE. R s/d Tahun 2002
Kabupaten Kot Bopor, Koln Tangerang, Kola Bekasi,
Tanperang, Kabupaten Tangerang, Kabupalen Bekasi, 1.700
omim e s SHRUAeR Bopor, dan Kabupaten Cianjur
et Koti Bogor, Kota 'I‘nngurnnz;, Kota Bekasi,
vangerang Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, 1.400
oo | Kithupnlen Bogor dan Kabupaten Cianjur |
seta Cilegon Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten 500
T .../ L., :
3 Kabupaten Kabupaten Sera ng, Kol Cilegon, Kabupaten 500
cerang  Pandeglang, Kabupaten Lebak - i
" hloshicsd § RSO | 2.2kt 12 : b
-
o Piubah dan harus dibaca schingga menjadi sebagai berikut :

Lampiran L.......



LampiranIll : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

Nomor : 2 TAHUN 2002

Tentang . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI BANTEN.

Jumlah Maksimum
Domisili Wilayah Operasi Taksi yang diizinkan
S/D Tahun 2002
Kabupaten Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi,
Tangerang Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, 3.565
Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur
Kota Tangerang | Kola Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, 2.935
Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur
Kota Cilegon Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten 500
Pandeglang
Kabupaten Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten 500
Serang Pandeglang, Kabupaten Lebak
Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya  memerintahkan  Pengundangan Keputusan ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 21 Maret 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang

Pada tanggal, .25, Maret, 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. Chaeron WMuchsin
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TAHUN 2002 NOMOR ® 2




